
90 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan pajak air tanah oleh Badan Pendapatan 

Daerah kabupaten Indragiri Hilir masih belum optimal jika dibandingkan 

dengan maraknya pelaku usaha yang mengambil dan memanfaatkan air 

tanah, walaupun sudah mengikuti Peraturan Daerah yang ada, namun 

pelaksanaan mengukur besaran pemakaian air tanah badan pendapatan 

daerah mengunakan meteran dan tidak semua wajib pajak mendapatkan 

fasilitas meteran tersebut, serta dalam hal penagihan yang dilakukan oleh 

badan pendapatan daerah tidak sesuai dengan proses penagihan, 

seharusnya penagihan dilakukan setelah jatuh tempo, serta kurangnya 

mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan 

pemahaman terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 

21 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Maka dari itu di kabupaten 

Indragiri Hilir dalam hal pajak air tanah selalu mengalami penurunan 

karena tidak pernah mencapai target dan realisasi penerimaan setiap 

tahunnya. 

2. Bahwa yang menjadi kendala utama dalam pemungutan pajak air tanah 

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 tidak 
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dijelaskan secara rinci apa saja kriteria jenis usaha yang dapat dikenakan 

pajak air tanah, masih terdapat wajib pajak yang terlambat melakukan 

pembayaran atau pembayaran setelah jatuh tempo serta belum ada 

melakukan tindakan tegas yang diberikan kepada wajib pajak yang telat 

melakukan pembayaran, kurangnya ketersedian aparat pemungut pajak 

dari badan pendapatan daerah kabupaten Indragiri Hilir, masih lemahnya 

sistem administrasi di badan pendapatan daerah, dan masih rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak air tanah sampai sekarang. 

 

B. Saran 

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut :  

1. Kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir untuk terus mencari inovasi-inovasi baru dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor penerimaan 

pajak air tanah. Dan secepatnya melakukan Pendataan Obyek dan subyek 

pajak secara detail karena masih banyak jenis usaha lain yang juga 

menggunakan air tanah untuk mendukung kegiatan usahanya serta 

memberikan fasilitas meter air agar para wajib pajak mudah untuk 

melakukan pembayaran setiap tahunnya guna untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. 

2.  Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk 

melakukan sosialisasi khusus tentang Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 
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2010 Tentang pajak air tanah dengan melibatkan ahli hukum untuk 

menjelaskan sanksi atau denda yang didapat bila melakukan pelanggaran 

sesuai dengan peraturan yang ada terhadap wajib pajak, sehingga timbul 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak air tanah dan mengetahui 

seberapa pentingnya pajak air tanah dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah. Dan diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir untuk melakukan pengawasan dilapangan terhadap wajib 

pajak dalam pemakaian air tanahnya. 

 

 


